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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

yang diajukan oleh:

SAHRUDIN BIN PIAH, tanggal lahir 07 Agustus 1977 /fumur 46, agama Islam,
pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Beak
Lauk, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai Pemohon I;

dan

HURIAH BINTI MARSUKIN, tanggal 07 Agustus 1981 /Jumur 42, agama Islam,
pekerjaan lbu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Beak Lauk, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba Kabupaten
Lombok Timur, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus

2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Nomor
443/Pdt.P/2023/PA.Sel, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah

secara syariat Agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2000 di Beak Lauk,

Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, dengan
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wali nikah Ayah kandung Pemohon Il bernama MARSUKIN dan dihadiri

saksi nikah masing-masing bernama SUKRI dan MUHAMMAD saksi nikah

adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa
uang senilai Rp. 100.000 DAN SEPERANGKAT ALAT SHOLAT tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus JEJAKA

dan Pemohon Il berstatus PERAWAN,;

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat

semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama 1.ARMAN

RIJAL,2.ALFI Nadira,3.QONITAASTSALIS;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para

pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta

Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor

Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus

persyaratan pembuatan Buku Nikah para Pemohon, yang memerlukan
penetapan pengesahan nikabh;

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il memohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cqg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (SAHRUDIN BIN PIAH)
dengan Pemohon Il (HURIAH BINTI MARSUKIN) yang dilaksanakan
pada tanggal 19 Agustus 2000 di Beak Lauk, Desa Wanasaba,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
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3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;
SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sabh;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,
sedang tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu
halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RB.g permohonan Para
Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
maka berdasarkan Surat Penetapan Tentang Pembebasan Biaya Perkara atas
nama Para Pemohon, Nomor W22-A3/2815/HK.05/V/2023 tanggal 04 Agustus
2023, Para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dan
berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama
Selong tanggal 04 Agustus 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:
1. Menyatakan perkara Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA

Pengadilan Agama Selong tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufig Rahmani,
S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh Nasri, BA., M.H. dan Fatkun Qorib,
S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Para Pemohon;

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA.,M.H. Fatkun Qorib, S.Sy
Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H
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